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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan permasalahan pemasangan alat 
peraga kampanye (APK) pada pemilihan kepala daerah ditinjau berdasarkan hak-
hak lingkungan hidup. Maraknya pemasangan APK di pohon berakibat pada 
terganggunya stabilitas kelestarian lingkungan hidup manusia dan melanggar hak 
lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan 
pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, dan komparatif. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa pemasangan alat peraga dalam kontestasi Pemilu 
tahun 2024 telah memberikan warna buruk terhadap lingkungan dan 
dikhawatirkan akan berlangsung hingga Pilkada pada November 2024. Pada saat 
ini, mekanisme pemasangan APK di Indonesia belum diatur tegas dalam UU Pilkada 
dan aturan turunannya. Jika dianalisis, Pasal 30 ayat (9) PKPU 11/2020 tentang 
Kampanye tidak melarang menempatkan APK di pepohonan. Larangan penggunaan 
pohon hanya ditetapkan terhadap atribut berupa bahan kampanye jenis stiker.  
Permasalahan ini juga diperparah dengan sanksi yang tidak tegas terhadap pelaku 
pelanggaran kampanye saat ini. Akibatnya para calon yang mengikuti Pilkada kerap 
melakukan pelanggaran kampanye, termasuk penempatan APK yang tidak tepat. 
Jika dianalisis dengan studi komparatif, pengaturan perihal larangan pemasangan 
APK telah diatur tegas beserta sanksinya. Diperlukannya reformulasi hukum 
terkait pemasangan APK dan mempertegas sanksi pelanggaran terkait dengan 
lingkungan hidup. Melalui konstruksi hukum tersebut, kampanye dapat 
berlangsung berlandaskan prinsip environmental ethics sebagaimana yang tertuang 
dalam UU Lingkungan Hidup. 
 
Kata Kunci: Pilkada, alat peraga kampanye, lingkungan hidup. 

 

TREE PROTECTION STRATEGIES 
IN THE 2024 ELECTION CAMPAIGN PHASE 

ABSTRACT 

This study aims to describe the problem of installing campaign props (APK) in regional 
head elections based on environmental rights. The campaign props installation of 
APKs on trees results in disruption of the stability of human environmental 
sustainability and violates environmental rights. The research method used is 
doctrinal with statutory, case, and comparative approaches. The results showed that 
installing props in the 2024 election contestation has negatively impacted the 
environment which will certainly last until the elections in November 2024. Currently, 
the APK installation mechanism in Indonesia does not have strict rules in the Pilkada 
Law and its derivative rules. If analyzed in Article 30 paragraph (9) PKPU 11/2020, 
there is no prohibition on placing APKs on trees. The prohibition on the use of trees is 
only stipulated for attributes in the form of sticker-type Campaign Materials. This 
problem is also exacerbated by the legal system of sanctions that are not firm against 
perpetrators of current campaign violations. As a result, candidates participating in 
the Pilkada often commit violations of campaign activities, including the improper 
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placement of APKs. If analyzed in a comparative study, the regulation regarding the 
prohibition of APK installation has been strictly regulated along with the sanctions. 
Therefore, it is necessary to reformulate the law related to installing APK and 
emphasize sanctions in case of violations, especially those related to the environment. 
The campaign can take place through this legal construction based on the principle of 
environmental ethics as stated in the Environmental Law. 

 
Keywords: Regional head elections, campaign props, environment.   
 
 

PENDAHULUAN  

Di Indonesia, Pemilu tidak hanya dilakukan untuk mencari kandidat 

calon presiden/wakil presiden maupun legislatif, namun juga kepala daerah  

(Mahardika dan Fatayati 2020, 51; Teka 2020, 193). Secara historis, 

pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mengalami berbagai 

perubahan, baik dilakukan secara langsung, hingga tidak langsung atau 

ditunjuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Taniady dkk., 

2020). Pelaksanaan Pilkada secara langsung telah dilaksanakan di 

Indonesia sejak tahun 2005, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 32/2004) (Noor dkk., 2021, 

227). Pilkada merupakan aspek penting dalam transisi demokrasi di 

Indonesia dan telah membuat kemajuan yang signifikan dalam 

desentralisasi (Noor dkk., 2021, 228-229). Pilkada memberikan kesempatan 

kepada masyarakat lokal untuk memilih kandidat yang paling sesuai untuk 

menjadi pemimpin lokal yang representatif (Mahardika dan Fatayati, 2020, 

52-53). Mekanisme Pilkada melibatkan pasangan calon kepala daerah dan 

wakil kepala daerah, sebagaimana diatur dalam UU No. 32/2004. Satu 

partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan pasangan 

calon. Namun demikian, pada tahun 2014, Pemerintah mengeluarkan 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Walikota yang dipilih oleh DPRD, yang membuat kepala daerah 

dipilih oleh DPRD. Namun, Undang-Undang tersebut tidak bertahan lama, 

karena dicabut oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan 

mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2014 (Taniady dkk., 2020, 1056). Saat ini Pilkada tetap dilaksanakan 

secara langsung melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada). 

Pesta demokrasi yang dilaksanakan secara langsung yang 

berlandaskan kedaulatan rakyat tersebut memberikan warna-warni yang 

hanya bisa dilihat setiap 5 tahun sekali, khususnya kampanye. Kampanye 

merupakan media interaksi antara calon kepala daerah dan masyarakat 

(Anggraeni dan Sunarso, 2022, 280). Terdapat beberapa media kampanye 

yang umum digunakan oleh calon kepala daerah dan tim sukses, seperti alat 

peraga kampanye (APK). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Yoga Swasono dalam Pilkada tahun 2015, penggunaan APK berpengaruh 
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terhadap pengetahuan politik hingga 13,84% (Kulsum, 17 Januari 2024). 

Penggunaan APK dalam kontestasi Pilkada telah diakui secara hukum 

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 

11/2020).  APK dalam PKPU 11/2020 dibagi menjadi tiga yakni reklame, 

spanduk, dan umbul-umbul. 

Ibarat tak ada gading yang tak retak, penggunaan APK pada saat ini 

memunculkan problematika dalam aspek hukum lingkungan, yang mana 

pemasangan APK tidak memperhatikan lingkungan (Darmawan, 17 Januari 

2024). Jika dilihat dalam kontestasi Pemilu tahun 2024 yang telah selesai, 

pemasangan APK marak terjadi di setiap tempat dan sudut kota dan daerah, 

tanpa memperhatikan aturan pemasangan APK (Rohman, 7 Februari 2024; 

Sugandi, 12 Februari 2024). Lebih lanjut, pemasangan baliho juga 

dilakukan di pepohonan dengan cara dipaku (Azizah, 8 Januari 2024). 

Kegiatan ini perlu disikapi dengan bijak karena telah melanggarkan hak 

lingkungan. Maraknya pemasangan APK yang dilakukan di pepohonan, lahir 

dari tidak adanya aturan dan sanksi yang tegas. Padahal pemasangan APK 

di pohon akan memberikan dampak negatif jangka panjang. Pohon yang 

dipaku akan meingkatkan peluang terkena infeksi dan penyakit, sehingga 

mengganggu kesehatan pohon dan dapat menyebabkan mati (Pristiandaru, 

10 Januari 2024). Selain itu paku yang menetap di pohon akan menghambat 

proses metabolisme dan fisiologi. Kerusakan ini tentu tidak hanya 

mengancam pohon semata, melainkan juga manusia yang menjadikan 

pohon sebagai salah satu sumber oksigen. Oleh karena itu, perlu adanya 

upaya yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini. Terlebih, Pilkada 

tahun 2024 akan dilakukan pada tahun ini, sehingga perlu adanya 

kebijakan untuk mencegah terjadinya perusakan lingkungan akibat dari 

pesta demokrasi. 

Negara Australia dan Bhutan punya cara sendiri dalam mengatur 

pelarangan penggunaan pohon sebagai media penempatan APK. Pengaturan 

kampanye di Australia berpedoman pada Public Unleased Land (Movable 

Signs) Code of Practice 2019 (No 1). Melalui aturan ini, Autralia melarang 

siapapun untuk meletakkan APK di pohon. Selain itu, larangan tersebut 

dikuatkan melalui Pasal 303 Australian Electoral Act 1992. Adapun ancaman 

hukuman bagi pelaku adalah dapat dikenakan hukuman hingga AUD$1.000 

untuk individu dan AUD$5.000 untuk bisnis sesuai amanat Crimes Act 

1900. Adapun di Bhutan, terdapat pembatasan penempatan APK 

sebagaimana diatur dalam 528 (b) Election Act of The Kingdom of Bhutan 

2008. Berdasarkan Pasal 11 ayat 11.2 Election Advertising Regulations of the 

Kingdom of Bhutan 2018, kandidat dilarang untuk menmpelkan APK di 

pohon. Kandidat dapat menempatkan APK di Election Advertising Boards 

(Papan Iklan Pemilu) yang telah ditentukan oleh Returning Officers. 
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Beberapa penelitian terkait masalah penempatan APK di pohon sudah 

dilakukan beberapa kali. Pertama, penelitian dilakukan oleh Aras Firdaus 

dan Qori Rizqiah H Kalingga dengan judul “Kebijakan Hukum Pidana 

Tentang Larangan Pohon Sebagai Alat Peraga Kampanye di Indonesia” 

(Firdaus, 2019). Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan 

hukum pidana dalam menindak pelaku pelanggaran yang menempatkan 

APK di pohon dengan metode penelitian hukum normatif. Kesimpulan dari 

penelitian tersebut adalah perlunya aturan khusus untuk mengakomodir 

kekosongan hukum larangan pohon sebagai media kampanye. Kedua, 

penelitian dilakukan oleh Phireri Phireri, Muh. Akbar Fhad Syahril, dan 

Nurul Annisa dengan judul “Menyingkap Kerumitan: Kajian Hukum tentang 

Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024 Pada Pohon” (Phireri dkk., 

2023). Artikel ini bertujuan untuk menganalisa pemasangan APK di pohon 

dengan metode penelitian normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 

APK yang diperbolehkan di antaranya reklame, spanduk, dan umbul-umbul 

dengan mempehatikan aspek etika, estetika, kebersihan, dan keindahan 

kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum 

mengurai secara utuh masalah dasar berupa kekosongan hukum mengenai 

penempatan APK di pohon di dalam PKPU. Selain itu, perlu adanya 

gambaran konstruksi hukum pelaksanaan kampanye yang lebih terang ke 

depannya untuk menjalankan penegakan hukum yang lebih efektif dan 

efisien.  

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijabarkan sebelumnya, 

maka kehadiran penelitian ini menjadi sebuah kebaharuan ilmiah yang 

akan mengkaji secara konstruksi hukum perihal pengaturan pemasangan 

APK, perlindungan hak lingkungan, hingga gagasan pembaruan 

pemasangan APK untuk menghadapi Pilkada 2024. Lebih lanjut, penelitian 

ini akan melakukan studi komparatif di Australia dan Bhutan, untuk 

melihat bagaimana konstruksi hukum perihal pemasangan APK dan sanksi 

yang diberikan kepada calon yang melanggar. Oleh karena itu, terdapat dua 

rumusan penelitian, yakni: Bagaimana pengaturan perihal pemasangan APK 

dalam kaitannya dengan hak lingkungan? dan; Bagaimana langkah untuk 

menciptakan standar baru pemasangan APK dalam menghadapi Pilkada 

2024? 

  

METODE PENELITIAN 

Dalam menganalisis penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian 

doktrinal. Penelitian doktrinal adalah penelitian hukum yang dilakukan 

dengan cara meneliti bahan primer atau data sekunder sebagai dasar 

penelitian dengan cara menelaah peraturan-peraturan dan literatur-

literatur yang relevan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti (Efendi 

http://www.journal.kpu.go.id/


Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia  

Vol. 5 No. 2, Mei 2024  
www.journal.kpu.go.id 

 

163 
 

dkk., 2020). Pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan 

pendekatan komparatif juga digunakan dalam menganalisis penelitian ini. 

Pendekatan perundang-undangan bertujuan untuk menganalisis peraturan 

yang berkaitan dengan APK dan perlindungan lingkungan. Pendekatan 

kasus digunakan untuk menganalisis kasus-kasus pemasangan APK 

melalui berita online. Pendekatan komparatif bertujuan untuk menganalisis 

peraturan-peraturan terkait pemasangan APK di Australia dan Bhutan. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder, baik bahan hukum 

primer, sekunder, maupun tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Australia, dan Bhutan. 

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku, jurnal, dan 

lain-lain. Sedangkan bahan hukum tersier meliputi berita online dan bahan 

lainnya. Untuk menganalisis data sekunder, digunakan teknik studi 

kepustakaan, yang kemudian dibuat suatu preskripsi mengenai isu hukum 

yang diteliti. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengaturan APK dalam Pilkada Sebagai Upaya Perlindungan Hak 

Lingkungan  

Indonesia merupakan negara demokrasi dimana kedaulatan tertinggi 

diletakkan seluas-luasnya di tangan rakyat (Lestari dkk., 2022, 40). 

Konsekuensi dari ikrar demokrasi tersebut adalah hadirnya pesta demokrasi 

yang dilaksanakan secara berkelanjutan dalam memilih aktor politik sebagai 

representasi masyarakat. Pesta demokrasi di Indonesia sejatinya dibedakan 

menjadi dua yakni Pemilu dan Pilkada (Afrimadona, 2021, 316). Baik Pemilu 

maupun Pilkada memiliki tahapan-tahapan atau mekanisme 

penyelenggaraan agenda pesta demokrasi seperti perencanaan, pendaftaran 

calon, penetapan calon, kampanye, pemilihan, hingga penetapan perolehan 

suara. Dari tahapan-tahapan Pemilu maupun Pilkada tersebut masing-

masing memiliki peran sentral. Pada tahapan kampanye, kegiatan tersebut 

akan berorientasi untuk menarik simpati pemilih agar mau memberikan 

kepercayaan dan suaranya pada salah satu calon (Ardiyansyah dan 

Maielayuskha, 2022, 233). Pentingnya proses kampanye sebagai salah satu 

langkah penting upaya menarik suara pemilih, menjadikan setiap aktor 

politik peserta Pemilu maupun Pilkada merancang strategi yang tepat untuk 

memenangkan kontestasi. 

Kampanye dapat didefinisikan sebagai komunikasi yang persuasif 

guna membujuk seseorang agar memperoleh dukungan politik (Malabar, 

2020, 78). Pelaksanaan kampanye yang dilakukan melalui komunikasi 

persuasif pada lazimnya memiliki tiga tahapan yakni kognitif, afektif, dan 

konatif (Danielle dkk., 2022, 2; Yuliarti dkk., 2022, 3). Tahapan kognitif 

merupakan tahapan dari seseorang yang semula tidak tahu menjadi tahu 
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melalui suatu pengenalan (Nainggolan dan Daeli, 2021, 33). Lebih lanjut, 

afektif adalah respon seseorang dari pengenalan yang dilakukan yakni suka 

atau tidak suka terhadap objek yang diperkenalkan (Citra et al., 2019, 4). 

Terakhir adalah konatif merupakan tahapan saat seseorang telah 

melakukan sesuatu terhadap objek yang diperkenalkan (Citra et al., 2019, 

4). Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024 (CNN 

Indonesia, 2 Februari 2024). Kampanye akan menjadi ajang eksistensi bagi 

peserta politik untuk memperkenalkan diri dan menunjukkan kiprahnya 

dalam pemerintahan maupun pencapaian prestasi lainnya. Pengenalan 

aktor politik melalui kampanye dilakukan dengan berbagai cara mulai dari 

pemasangan baliho hingga gempuran media massa.  

Pelaksanaan kampanye Pilkada serentak menggunakan APK baliho 

merupakan salah satu cara efektif dan efisien dalam memperkenalkan 

peserta pemilu atau aktor politik. Pelaksanaan kampanye menggunakan 

APK baliho disebut sebagai cara yang efektif dikarenakan media tersebut 

dapat dijangkau, murah, dan dapat dilihat semua orang secara langsung 

(Gunanto, 2024). Kendati efektif sebagai media kampanye, pemasangan 

baliho pada Pilkada masih menyisakan permasalaman. Problematika 

tersebut berkaitan dengan banyaknya baliho yang dipasang tanpa 

memperhatikan lingkungan seperti memasang baliho di pepohonan dengan 

cara di tempelkan hingga dipaku (Alim, 30 November 2023; Raharjo, 9 

Januari 2024).   

Jika dianalisis secara komprehensif, pemasangan baliho dengan cara 

memaku pohon merupakan suatu kegiatan yang melanggar hak-hak 

lingkungan hidup. Pelanggaran hak-hak lingkungan hidup tersebut 

dikarenakan terdapat lex specialis yang mengatur tentang perlindungan 

tanaman/pepohonan di Indonesia (Junef dan Husain, 2021, 58). Adapun 

ketentuan perlindungan pohon/tanaman tersebut diatur dalam Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati 

dan Ekosistemnya. Dalam Pasal  3 Undang-Undang Konservasi SDA Hayati 

dan Ekosistemnya menjelaskan bahwa konservasi SDA merupakan  suatu 

usaha dalam  mewujudkan kelestarian alam dan keseimbangan 

ekosistemnya guna mendukung kesejahteraan masyarakat dan peningkatan 

mutu hidupnya. Lebih lanjut undang-undang tersebut juga mengatur 

tentang subjek yang bertanggung jawab dalam upaya konservasi SDA. Pasal 

4 Undang-Undang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya menegaskan 

bahwa yang bertanggung jawab atas pemeliharaan lingkungan adalah 

masyarakat dan pemerintah.   

Berkorelasi dengan amanat Undang-Undang Konservasi SDA dan 

ekosistemnya dengan banyaknya fenomena pemasangan APK di pepohonan 

dengan cara memaku pohon merupakan hal yang saling berseberangan. 

Pemasangan APK di pepohonan merupakan tindakan yang tidak ramah 

lingkungan bahkan sebagai perilaku yang merusak kelestarian. Menyikapi 
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masalah ini, penulis berpandangan bahwa tidak adanya sanksi tegas 

terhadap pihak (relawan, tim kampanye, kandidat peserta Pilkada atau 

Pemilu) yang melakukan pemakuan APK di pohon justru menyalahi Pasal 

13 ayat (3) UU PPLH yang menyatakan bahwa pengendali kerusakan 

lingkungan hidup dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan 

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, 

peran, dan tanggung jawab masing-masing. Padahal, hadirnya suatu 

kebijakan haruslah satu tarikan nafas dengan tujuan regulasi lainnya. 

Artinya tidak dapat dibenarkan berbagai alasan terkait tindakan 

pemasangan APK di pohon. Jangan sampai hanya untuk kepuasan 

eksistensi dan tujuan kemenangan, pemasangan APK di pohon dianggap 

sebagai tindakan yang normal dan wajar.   

Lebih lanjut, pengaturan pemasangan APK sejatinya telah diatur 

dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 30 ayat (9) yang 

menjelaskan tentang larangan lokasi tempat pemasangan APK. Substansi 

Pasal 30 ayat (9) mengatur beberapa tempat yang dilarang untuk 

pemasangan APK diantaranya tempat ibadah termasuk halaman, rumah 

sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, dan 

lembaga pendidikan. Pada ketentuan Pasal 30 ayat (9) tersebut tidak spesifik 

memberikan ketentuan tentang larangan pemasangan APK Pilkada yang 

ditempatkan pada pohon (dengan cara memaku APK pada batang pohon). 

 

Tabel 1. 

Perbandingan Pengaturan Pemasangan APK dalam  

Pemilu dan Pilkada 

Lokasi yang Dilarang untuk Pemasangan APK 

Kontestasi Pemilu (Pasal 70 ayat (1) 

PKPU 15/2023) 

Kontestasi Pilkada (Pasal 30 ayat (9) 

PKPU 11/2020) 

a. tempat ibadah; 

b. rumah sakit atau tempat 

pelayanan kesehatan; 

c. tempat pendidikan, meliputi 

gedung dan/atau halaman 

sekolah dan/atau perguruan 

tinggi; 

d. gedung milik pemerintah; 

e. fasilitas tertentu milik pemerintah; 

dan 

f. fasilitas lainnya yang dapat 

mengganggu ketertiban umum. 

a. tempat ibadah termasuk halaman; 

b. rumah sakit atau tempat 

pelayanan kesehatan; 

c. gedung milik pemerintah; dan 

d. lembaga pendidikan (gedung dan 

sekolah) 
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Lokasi Pemasangan Bahan Kampanye yang Dilarang 

Kontestasi Pemilu (Pasal 71 ayat (1) 

PKPU 15/2023) 

Kontestasi Pilkada (Pasal 26 ayat (2) 

PKPU 11/2020) 

a. tempat ibadah; 

b. rumah sakit atau tempat 

pelayanan kesehatan; 

c. tempat pendidikan, meliputi 

gedung dan/atau halaman 

sekolah dan/atau perguruan 

tinggi; 

d. gedung atau fasilitas milik 

pemerintah; 

e. jalan-jalan protokol; 

f. jalan bebas hambatan; 

g. sarana dan prasarana publik; 

dan/atau 

h. taman dan pepohonan. 

Stiker dilarang ditempatkan pada: 

a. tempat ibadah termasuk halaman; 

b. rumah sakit atau tempat pelayanan 

kesehatan; 

c. gedung atau fasilitas milik 

pemerintah; 

d. lembaga pendidikan (gedung dan 

sekolah); 

e. jalan-jalan protokol; 

f. jalan bebas hambatan; 

g. sarana dan prasarana publik; 

dan/atau  

h. taman dan pepohonan. 

Sumber: Analisis Penulis 

 

Tidak hanya dalam prosedur kampanye Pilkada, kekosongan hukum 

pemasangan APK pada pohon juga dapat dijumpai pada regulasi kampanye 

Pemilu. Mengacu pada Peraturan-Peraturan KPU sebagaimana ditampilkan 

pada Tabel 1, terdapat kekurangan yang cukup berarti terkait pengaturan 

kampanye Pilkada. Aturan larangan penggunaan media pohon hanya diatur 

pada jenis Bahan Kampanye, bukan APK. Aturan APK kampanye Pemilu 

maupun Pilkada saat ini, tidak memiliki orientasi perlindungan lingkungan 

yang utuh. Padahal kenyataan di lapangan, APK (pencetakan baliho, umbul-

umbul, dan spanduk) justru lebih destruktif terhadap pohon dibandingkan 

Bahan Kampanye. Hal ini dikarenakan skala APK jauh lebih besar sehingga  

menngunakan pohon sebagai alat penyangganya. Selain itu, hingga saat ini 

masih terdapat ketidakefektifan hukum perihal sanksi bagi pelanggar 

ketentuan larangan penempatan APK pada PKPU 11/2020. Ketentuan pada 

pasal tersebut dapat dikatakan sebagai pasal yang impoten, karena 

meskipun terdapat ketentuan larangan pemasangan APK pada pohon atau 

tanaman, namun tidak ada sanksi tegas yang menjadi konsekuensi, yang 

menyebabkan semakin meningkatnya pemasangan APK di pepohonan 

(Hamasy, 22 Januari 2024; Qur’ani, 23 Desember 2023; Tobari, 16 Oktober 

2019). 

Ketidaktegasan sanksi bagi setiap pelanggar penempatan APK dalam 

PKPU 11/2020 telah menjadi tindakan jahat yang merusak lingkungan 

hidup. Dapat dijumpai pada berbagai pemberitaan, bahwa pemasangan APK 

calon legislatif pada Pemilu serentak tahun 2024 ini banyak menuai kritikan 
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dari aktivis lingkungan di Indonesia. Salah satu aktivis yang memberikan 

kritikan terhadap pemasangan APK di pohon adalah Sutrisno (aktivis 

lingkungan asal Gorontalo). Sutrisno mengatakan bahwa pemasangan APK 

dengan cara dipaku pada batang pohon adalah tindakan yang sangat keliru, 

karena dapat merusak kambium atau jaringan kulit pohon. Sutrisno juga 

menyatakan bahwa tindakan pemasangan APK dengan cara memaku pohon 

dapat menyebabkan objek tersebut (pohon) sukar dalam melakukan 

pertumbuhan bahkan mati (Ibrahim, 17 Desember 2023). Apabila pohon di 

Indonesia banyak yang mati, maka sejatinya kerusakan lingkungan sudah 

mulai terjadi dengan dampak buruknya juga dapat dirasakan oleh setiap 

manusia pada kawasan tersebut (Zahroh dan Najicha, 2022, 55).  

Hal ini juga sesuai dengan pemikiran Wira Dharma (Dosen Ilmu 

Biologi Universitas Syiah Kuala Lumpur) yang menyampaikan bahwa 

apabila paku ditancapkan pada batang pohon sejatinya tindakan tersebut 

dapat menghambat laju transportasi nutrisi dan air dari pohon serta 

merusak kulit batang pohon (Pristiandaru, 10 Januari 2024). Wira juga 

mengatakan bahwa pemasangan APK dengan cara memaku batang pohon 

dapat mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan pohon serta berisiko 

terjadinya infeksi pada pohon apabila dilakukan dalam jangka waktu yang 

panjang (Pristiandaru, 10 Januari 2024). Apabila paku ditancapkan pada 

batang pohon sejatinya dapat merusak jaringan luar pada pohon sehingga 

jaringan pelindung tersebut tidak berfungsi kembali dan pohon rentan 

terkena bakteri (Pristiandaru, 10 Januari 2024). Ketika bakteri masuk ke 

dalam jaringan pohon, maka pohon tidak dapat berfotosintesis dengan baik 

dikarenakan penyaluran zat hara tidak dapat dilakukan. Apabila pohon 

tidak dapat melakukan fotosintesis dengan baik, maka dapat menyebabkan 

pohon menjadi mati. Ketika pepohonan mati oleh tindakan memaku batang 

pohon, sejatinya manusia juga mengalami kerugian. Kerugian tersebut 

dikarenakan manusia tidak dapat menikmati segala manfaat dari pohon 

termasuk menghasilkan oksigen yang berkualitas juga sebagai penyerap 

emisi karbon (Pristiandaru, 10 Januari 2024). Lebih lanjut, Indonesia 

merupakan negara sebagai paru-paru dunia yang keberadaan tanaman atau 

pohon menjadi aset penting dalam menjaga stabilitas iklim dan mencegah 

pemanasan global di dunia (Sari dan Indriyani, 2015, 383). 

Berkaitan dengan fokus penelitian ini, harus ada evaluasi atas 

pemasangan baliho dengan cara memaku batang pohon. Perlu segera 

disusun regulasi yang mengatur terkait larangan dan sanksi pemasangan 

APK pada pohon. Hal ini menjadi penting mengingat pelaksanaan Pilkada 

serentak di Indonesia tinggal menghitung waktu yakni pada 27 November 

2024. Artinya, apabila dalam 1 posisi kepala daerah diperebutkan oleh 

sekurang-kurangnya 2 calon saja, maka akan ada sekitar 1.092 pasangan 

calon yang akan maju dalam kontestasi kepala daerah di Indonesia. Dengan 

demikian, apabila dalam pasangan calon tersebut membuat 1 baliho saja 
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yang dipasang di tanaman/ pohon, maka dapat dipastikan akan merusak 

1.092 pohon di Indonesia. 1.092 pohon yang seharusnya dapat memberikan 

dampak positif untuk menghalau udara kotor dan penghasil oksigen 

berkualitas, justru rusak dengan adanya tindakan lalai yang dilakukan oleh 

peserta Pemilu.  

Dengan melihat banyaknya daerah pemilihan di Indonesia pada 

Pilkada serentak, maka adanya fenomena pemasangan APK di pohon yang 

marak terjadi di Indonesia haruslah segera mendapatkan perhatian dan 

penyelesaian. Tindakan memaku pohon sebagai media pemasangan baliho 

peserta politik haruslah segera dihentikan dengan adanya konstruksi 

larangan dan sanksi yang tegas. Ius constituendum atau pembaharuan 

hukum merupakan langkah yang dapat ditempuh untuk mengevaluasi 

segala kebijakan yang dirasa belum ideal.  Pemerintah sebagai pemangku 

kebijakan hanya memiliki waktu kurang dari 8 bulan untuk merevisi PKPU 

terkait agar berada dalam satu nafas dengan regulasi tentang hak-hak 

lingkungan hidup. 

 

Pengaturan Pemasangan APK di Australia dan Bhutan 

Australia 

Setiap Negara di dunia yang mengadopsi sistem demokrasi tak lepas 

dari adanya pemilihan langsung untuk memilih pemimpin daerah atau 

struktur kelembagaan Negara (McAllister, 2023, 310). Salah satu negara di 

dunia yang menganut sistem demokrasi adalah Australia. Sistem demokrasi 

yang dianut oleh Australia adalah Demokrasi Parlementer (Weller, 2004, 

631). Arti daripada sistem demokrasi parlementer pada Negara ini adalah 

bahwa kekuasaan pemerintah adalah murni bersumber atas kehendak 

Rakyat Australia (Ganghof dkk., 2018, 212). Di Negara Australia, pemilihan 

wakil rakyat di parlemen dilakukan dengan cara penyelenggaraan Pemilu. 

Setiap warga Negara Australia yang berusia 18 tahun ke atas harus memiliki 

hak berkontribusi untuk menentukan wakilnya di kursi parlemen (Wagner 

dkk., 2012, 373). 

Sama seperti halnya Indonesia, dalam penyelenggaraan pemilihan 

umum di Australia juga memiliki aturan yang harus ditaati dan menjadi 

komitmen bagi semua masyarakat dan penyelenggara negara. Komitmen 

tersebut salah satunya adalah berkaitan tentang pengaturan kampanye 

sebagai rangkaian dari pesta politik di Australia. Di Australia, kampanye 

menggunakan alat peraga misalnya poster tidak diperkenankan untuk 

ditempatkan di sembarang tempat yang salah satunya adalah pohon. 

Dijelaskan dalam Electoral advertising and the Public Unleased Land 

(Movable Signs) Code of Practice 2019 (No 1) tentang tanda-tanda iklan 

Pemilu adalah tanda bergerak yang berisi materi Pemilu yang dicetak. Pada 

aturan ini menyebutkan bahwa penggunaan alat kampanye Pemilu cetak 
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harus memiliki ukuran tidak lebih besar dari 900 mm x 1200 mm. Alat 

kampanye cetak itupun harus ditempelkan pada sebuah papan kayu. Lebih 

lanjut, aturan tersebut juga memberikan penegasan bahwa setiap alat 

kampanye (baliho peserta politik) harus ditempelkan pada sebuah papan 

yang permukaannya halus dan tidak adanya tonjolan (lancip) yang dapat 

membahayakan masyarakat sekitar. Dalam pemasangan alat kampanye 

tersebut, Pemerintah Australia melarang keras adanya perusakan terhadap 

infrastruktur milik negara atau aset publik atau swasta. Apabila terdapat 

individu atau kelompok yang melanggar aturan yang dimaksud akan dikenai 

sanksi tegas berdasarkan Crimes Act 1900 dan dapat dikenakan hukuman 

hingga AUD$1.000 untuk individu dan AUD$5.000 untuk bisnis. 

Hal penting yang berkorelasi dengan penelitian ini adalah terkait 

larangan pemasangan alat kampanye di tanaman atau pohon yang 

diberlakukan di Australia. Aturan larangan pemasangan alat kampanye 

cetak di pohon di Australia diatur melalui Public Unleased Land (Movable 

Signs) Code of Practice 2019 (No 1). Regulasi tersebut menerangkan bahwa 

terdapat beberapa tempat yang dilarang sebagai tempat pemasangan alat 

kampanye cetak. Adapun tempat-tempat tersebut diantaranya di bundaran 

jalan atau media jalan yang berjarak 20 meter dari lampu lalu lintas, 

ditempelkan pada jembatan layang, pepohonan atau tanaman, tidak boleh 

diletakkan pada jarak 10 meter dari tempat pemungutan suara (Pasal 303 

Australian Electoral Act 1992). Pemasangan alat kampanye tidak boleh 

mengganggu hak-hak pejalan kaki atau sepeda, alat kampanye dipasang 

minimal pada jarak 1.2 meter dari tepi jalan, pemasangan alat kampanye 

tidak boleh diletakkan pada jalur kereta, serta pemasangan alat kampanye 

harus melalui izin tertulis dari pemerintah setempat. Konsekuensi apabila 

ketentuan pemasangan alat kampanye tersebut dilanggar adalah Petugas 

Perizinan dan Kepatuhan Pemerintah akan mencopot bahkan melakukan 

sita terhadap semua alat kampanye yang tidak mematuhi aturan. 

Pencopotan dan penyitaan terhadap pemasangan alat kampanye yang 

melanggar aturan akan diberitahukan kepada pihak yang bersangkutan. 

Namun apabila dalam waktu 7 hari tidak segera diambil, petugas akan 

membuang alat kampanye cetak sesuai dengan ketentuan Uncollected Goods 

Act 1996. 

 

Bhutan 

Bhutan merupakan negara demokratis yang terletak di antara negara 

raksasa China dan India (Quintino, 2019, 66). Layaknya negara demokratis 

modern lainnya, Bhutan memberlakukan Pemilu sebagai kesempatan untuk 

melaksanakan pembatasan kekuasaan dan regenerasi anggota legislatif 

(Dorji dan Lhendup, 2022, 13). Mengingat penyelenggaraan pemerintahan 

Bhutan berpedoman pada sistem parlementer, maka Pemilu yang 
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dilangsungkan adalah untuk memilih anggota legislatif yang nantinya akan 

menentukan penyelenggara kekuasaan eksekutif (Mathou, 2000, 254). 

Kontestan Pemilu akan melangsungkan serangkaikan kampanye politik 

untuk menarik simpati dan kepercayaan publik. Bhutan mempunyai 

beberapa metode kampanye yang diperbolehkan di antaranya diskusi 

publik, iklan online, poster, dan spanduk (Choden, 2019, 50-51). Salah satu 

hal yang menarik untuk disorot dan jadi pembelajaran dari kampanye politik 

di Bhutan adalah pembatasan penempatan APK berupa spanduk dan poster.  

Bhutan memiliki aturan secara khusus penggunaan spanduk dan 

poster dalam kegiatan Pemilu. Walaupun memiliki luas wilayah yang relatif 

kecil dibanding Indonesia, hukum negara Bhutan memiliki watak progresif 

terhadap masalah lingkungan. Hal ini ditunjukkan dengan 528 (b) Election 

Act Of The Kingdom Of Bhutan 2008 yang menyatakan bahwa setiap orang 

akan dianggap bersalah apabila menampilkan poster dan spanduk yang 

tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Poster dan 

spanduk dilarang untuk ditempatkan di bangunan milik umum, milik 

pribadi, dan pohon atau bangunan di sepanjang jalanan umum 

sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 11.2 Election Advertising 

Regulations of the Kingdom of Bhutan 2018. Pemasangan poster dan spanduk 

kampanye memerlukan izin dari Returning Officers. Returning Officers akan 

menentukan tempat-tempat mana yang diperbolehkan untuk memasang 

poster dan spanduk. Pada dasarnya poster dan spanduk hanya dapat 

dipasang di Election Advertising Boards (Papan Iklan Pemilu). Namun, pada 

beberapa tempat memungkinkan tidak terdapat Papan Iklan Pemilu, 

sehingga Returning Officers menentukan tempat yang diperbolehkan untuk 

memasang poster dan spanduk.  

Pengaturan kampanye Pemilu Bhutan sudah selangkah lebih maju 

dibanding Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan adanya mekanisme 

tindakan tegas terhadap pelaku penempatan poster dan spanduk di pohon. 

Returning Officers bertanggung jawab untuk mengarahkan Partai Politik 

atau Kandidat untuk segera mencopot poster dan spanduk yang tempatnya 

tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana Pasal 12 ayat 12.1 Election 

Advertising Regulations of the Kingdom of Bhutan 2018. Returning Officers 

merupakan pejabat yang ditunjuk oleh The Election Commission of Bhutan 

untuk satu atau lebih daerah pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 59 

Election Act Of The Kingdom Of Bhutan 2008 yang bertugas mengambil 

langkah-langkah efektif dalam penyelenggaraan Pemilu. Baik Partai Politik 

maupun Kandidat harus memastikan bahwa spanduk dan poster yang 

melanggar sudah dihilangkan dari tempat semula.  

Kebijakan pro lingkungan di Bhutan ini sejatinya tidak 

mengherankan. Hal ini mengingat Konstitusi Bhutan Article 5 ayat (1) 

kurang lebih mengamanatkan, setiap warga Bhutan merupakan wali 

lingkungan yang memiliki tugas untuk melakukan pencegahan terhadap 
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segala bentuk degradasi ekologi termasuk polusi kebisingan, visual dan fisik 

melalui penerapan dan dukungan praktik dan kebijakan ramah lingkungan. 

Dalam praktiknya, masyarakat Bhutan memiliki kesadaran pada tingkat 

moderat terhadap kebijakan lingkungan hidup, terutama terkait aturan 

hutan dan sampah (Kaewkhunok, 2018, 50-52). Kesadaran seperti inilah 

yang perlu diadopsi di Indonesia, salah satunya melalui kebijakan 

kampanye Pilkada.  

 

Desain Pembaruan Perihal Pengaturan APK dalam Menghadapi Pilkada 

2024 

Pengaturan Larangan Pemasangan APK Berdasarkan Tempat 

Penggunaan APK saat kontestasi demokrasi masih jadi pilihan yang 

dianggap paling efektif untuk mengkampanyekan kandidat peserta Pemilu 

atau Pilkada.  Walaupun kemajuan teknologi digital menjamur, tak 

menghilangkan cara konservatif seperti pemasangan baliho dan APK lain 

dalam wujud fisik. Penggunaan APK secara fisik sejatinya dihalalkan oleh 

aturan perundang-undangan. Namun, sayangnya kehalalan ini tidak dapat 

terkontrol dengan baik dan bahkan cenderung destruktif, seperti memasang 

APK di pohon. Pepohonan yang digunakan sebagai medium kampanye 

berpotensi mengalami kerusakan yang berakibat fatal. Sekalipun tidak 

secara serta-merta, kerusakan ini dapat berakibat terhadap kesuburan 

pohon yang mana hal ini bertentangan dengan semangat perlindungan 

lingkungan saat ini. Di saat pemangku kebijakan berorientasi menambah 

lumbung oksigen dan mencegah dampak negatif rumah kaca, justru ada 

pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan perusakan pohon untuk 

meraup keuntungan elektoral yang sementara. Tak hanya akibat perilaku 

manusia yang demikian, kekosongan hukum memberikan kontribusi 

gagalnya perlindungan pohon dari tindakan destruktif ini.  

Pengaturan larangan pemasangan APK berdasarkan tempat pada 

dasarnya sudah diatur pada beberapa instrumen hukum. Misalnya, 

kampanye Pemilu diatur dalam PKPU 15/2023 dan kampanye Pilkada diatur 

dalam PKPU 11/2020. Namun, dalam aturan teknis kampanye tersebut, 

pembatasan terhadap penggunaan medium pohon hanya dilarang terhadap 

atribut kampanye berupa Bahan Kampanye, bukan atribut kampanye 

berupa APK. Aturan ini harus segera diperbaiki untuk mengakomodir 

kebutuhan hukum saat ini. Dalam penelitian ini, penulis memberikan 

pandangan bahwa aturan PKPU Kampanye Pilkada harus melarang peserta 

Pilkada, Tim Kampanye Pilkada dan simpatisan peserta Pilkada untuk 

menempatkan APK pada pohon, terutama pohon yang terletak di tempat 

umum. 
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Selain itu, aturan kampanye Pilkada memiliki karakter yang sama 

dengan aturan kampanye Pemilu yang tidak memberikan sanksi berefek jera 

terhadap pelaku pemasangan APK yang tidak sesuai aturan. Sebagai 

akibatnya, pelaku merasa aman dan bahkan melakukan secara lebih masif. 

Realita yuridis yang seperti ini hanya akan memberikan penampakan 

hukum yang mandul ke depannya. Bahkan sekalipun pohon dilarang untuk 

menjadi tempat APK, larangan tersebut hampir tiada artinya. Oleh sebab itu, 

untuk menjamin perlindungan pohon dari segala tindakan yang merugikan 

saat kampanye, diperlukan pembatasan melalui perangkat hukum yang 

efektif.  

Instrumen hukum yang efektif dibutuhkan untuk memberikan 

tindakan tegas pelaku pelanggaran suatu norma (Setiadi, 2018, 20). Adapun 

beberapa hal yang menjadi fokus perbaikan dalam penelitian ini di 

antaranya, pertama, kekosongan hukum terkait larangan penggunaan 

pohon terhadap APK. Kedua, kurang efektifnya sanksi bagi pelanggar yang 

menggunakan pohon sebagai sarana kampanye. Permasalahan-

permasalahan tersebut diperlukan solusi segera mengingat Pilkada akan 

dilaksanakan secara serentak pada bulan November 2024 mendatang, 

Selain itu perlu payung hukum yang pasti agar tidak terjadi kekosongan 

hukum dan fenomena yang terjadi saat Pemilu 2024 tidak terulang lagi.  

Kekosongan hukum adalah sebuah bencana bagi sebuah negara yang 

mendeklarasikan diri sebagai negara hukum. Begitupun juga dengan 

kekosongan hukum terkait penyelenggaraan kampanye yang tidak 

berorientasi pada lingkungan akan bencana di masa mendatang. Tindakan 

pertama untuk mengatasi kekosongan dalam aturan kampanye Pilkada 

adalah dengan merumuskan kebijakan teknis baru yang efektif melalui 

PKPU. PKPU merupakan produk hukum memuat norma-norma yang 

mengatur teknis pelaksanaan Pilkada yang telah ditentukan dalam UU 

Pilkada. Terdapat beberapa pertimbangan mengapa pedoman pelaksanaan 

kampanye Pilkada perlu diatur dalam PKPU Kampanye Pilkada secara 

khusus. Alasan pertama adalah proses perumusan PKPU jauh lebih cepat 

dan dapat segera berlaku secara efektif (Sumanto dan Nggilu, 2020, 40-42). 

Proses perumusan PKPU relatif singkat, cukup dilakukan oleh KPU RI 

semata  melalui konsulltasi dengan DPR dan Pemerintah sebagaimana Pasal 

9 huruf a UU 10/2015. Walaupun perlu melakukan konsultasi dengan 

Pemerintah dan DPR, mekanisme legislasi produk hukum oleh KPU ini jauh 

lebih sederhana dibandingkan mekanisme penyusunan produk hukum 

undang-undang di parlemen yang memerlukan kajian akademis terlebih 

dahulu (Pariadi dkk., 2023). 

 

 

 

http://www.journal.kpu.go.id/


Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia  

Vol. 5 No. 2, Mei 2024  
www.journal.kpu.go.id 

 

173 
 

 

Gambar 1. 

Gagasan Pembaruan perihal Pemasangan APK Menuju Pilkada 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Analisis Penulis 

 

Proses legislasi yang cepat sangat dibutuhkan mengingat rangkaian 

jadwal Pilkada sudah berlangsung sejak 26 Januari 2024. Tahapan dan 

jadwal pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 ini sudah dicanangkan 

oleh KPU RI melalui PKPU Nomor 2 Tahun 2024. Hal ini mengindikasikan 

bahwa KPU sudah mulai melakukan kerja-kerja persiapan pelaksanaan 

Pilkada yang didasarkan pada produk hukum yang sudah ada sebelumnya. 

Tidak hanya dilandasi UU Pilkada, melainkan juga aturan turunan relevan 

yang menunjang legitimasi pelaksanaan Pilkada. Sehingga, apabila 

pengaturan baru terkait larangan penempatan APK di pohon diatur dalam 

UU Pilkada, maka akan berpotensi mengubah aturan turunan lainnya yang 

tidak memiliki urgensi yang signifikan. Selain itu, amandemen produk 

hukum setingkat undang-undang hampir mustahil dilakukan hanya untuk 

mengubah bagian kecil dari undang-undang terkait. Dengan waktu yang 

relatif singkat ini, melakukan perumusan PKPU terkait kampanye Pilkada 

jauh lebih efisien secara waktu dan proses. Sehingga berdasarkan hal 

tersebut, merevisi atau memproduksi PKPU baru adalah pilihan paling tepat 

sebagai langkah awal untuk mengantisipasi penyalahgunaan pohon sebagai 

tempat APK pada Pilkada 2024 nanti.  

 

Pengaturan Sanksi Pelanggaran APK Pilkada 

Tanpa aturan penegakan hukum yang konkret, norma hukum 

hanyalah tulisan yang tidak memiliki makna yang berarti. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Satjipto Raharjo, bahwa hukum yang baik tidak hanya di 

atas kertas semata, melainkan bagaimana upaya penguasa, aparat, dan 

masyarakat dalam melaksanakan hukum tersebut (Kusumawardani 2019, 

167; Sambas dan Mahmud 2020, 141). Norma berupa larangan akan 

berlaku secara efektif apabila didukung dengan instrumen penegakan 

Aturan Teknis Pelaksanaan 
Kampanye Pilkada 

Penegasan Perihal Tempat 

yang Dilarang Untuk 
Pemasangan APK  

Penerbitan PKPU 

Pilkada 2024 
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sanksi yang baik. Dalam hal kampanye Pilkada, pengaturan mengenai 

sanksi pelanggaran penggunaan APK selangkah lebih progresif 

dibandingkan aturan kampanye Pemilu. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 

Pasal 76 ayat (1) dan (2) PKPU kampanye Pilkada yang mengatur sanksi 

pelanggaran atas APK Pilkada berupa peringatan tertulis dan perintah 

penurunan APK 1x24 jam. Namun, adanya ketentuan tersebut tidak berarti 

masalah sanksi bagi pelaku pelanggar kampanye selesai. Hal ini 

dikarenakan sanksi yang diberikan sangat jauh dari kata tegas dan tepat.  

Sanksi yang tidak tegas bagi pelanggar kampanye saat ini tidak jauh 

beda dari pembiaran terhadap suatu tindakan pelanggaran. Hal ini 

dikarenakan pelaku tidak merasa di bawah ancaman bayang-bayang sanksi 

yang memberatkan. Bagi pelaku atau kandidat, ancaman perintah 

penurunan APK 1x24 jam bukan suatu hal yang mengerikan dan juga 

merugikan. Apalagi hanya teguran tertulis, ini sama sekali bukan sanksi 

yang sangat berarti atas tindakan perusakan yang telah dilakukan. 

Penjatuhan sanksi paling berat hanya berhenti pada penurunan secara 

paksa oleh aparat pemerintah daerah. Padahal implikasi yang dihasilkan 

dari perusakan tersebut akan memberikan dampak panjang ke depan. Oleh 

karena itu, aturan sanksi yang lemah ini nantinya perlu dilakukan 

perbaikan, mengingat pelanggaran APK secara fisik sudah menimbulkan 

kerugian berupa kerusakan pada tanaman atau pohon. 

Salah satu cara untuk menjawab kebutuhan hukum akan sanksi 

pelanggar penempatan APK saat ini adalah penjatuhan sanksi denda 

administratif. Namun, sanksi denda dalam ranah Pemilu maupun Pilkada 

saat ini baru dikenal dalam bentuk denda pidana yang diberikan pada 

pelaku tindak pidana Pemilu dan Pilkada. Adapun denda administratif baru 

ditemui terhadap ketentuan calon gubernur dan bupati/walikota yang 

mengundurkan diri setelah melakukan proses pendaftaran di KPU. 

Walaupun demikian, gagasan penjatuhan sanksi berupa denda 

administratif terhadap pelanggar penempatan APK memiliki bangunan 

argumentasi yang kuat.  

Sanksi berupa denda administratif bukan merupakan suatu hal yang 

baru dalam iklim hukum Indonesia. Aturan sanksi ini ditemukan pada 

beberapa ketentuan yang beragam misalnya, Pasal 18 angka 29, Pasal 71A 

UU Cipta Kerja perubahan dari UU 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah 

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pasal 19 Angka 10, Pasal 49A UU Cipta Kerja 

perubahan dari UU 32/2014 tentang Kelautan, Pasal 22 Angka 32 Pasal 82C 

UU Cipta Kerja perubahan dari UU 32/2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 31 Angka 2, Pasal 22 dan Pasal 108 

angka 8 UU Cipta Kerja perubahan dari UU 22/2019 tentang Sistem Budi 

Daya Pertanian Berkelanjutan, Pasal 33 Angka 20, dan Pasal 122 UU Cipta 

Kerja perubahan dari UU 13/2010 tentang Hortikultura, Pasal 37 Angka 20, 

Pasal 110B UU Cipta Kerja perubahan dari UU 18/2013 tentang Pencegahan 
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dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan Pasal 41 Angka 17  dan Pasal 40 

UU Cipta Kerja perubahan dari UU 21/2014 tentang Panas Bumi. Semua 

ketentuan denda administratif tersebut menjadi bukti bahwa denda 

administratif sudah diterapkan pada berbagai bidang hukum, terutama 

yang berkaitan dengan lingkungan. Namun, tidak semua aturan turunan 

dari norma tersebut memberikan pengertian tentang denda administratif. 

Pengertian denda administratif baru ditemukan pada aturan turunan UU 

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu PP 24/2021. 

Keberadaan aturan-aturan yang sudah tersebut mengindikasikan bahwa 

salah satu upaya paksa yang dapat dilakukan oleh pemegang otoritas dalam 

rangka menjaga lingkungan dari segala bentuk kerusakan adalah denda 

administratif. Selain itu, keberadaan aturan tersebut menjadi bukti 

kesamaan spirit dengan upaya pemberantasan tindakan pemasangan APK 

di pohon. 

Sanksi menjadi metode represif setelah upaya preventif dilakukan dan 

tidak mendapatkan hasil yang diharapkan (Wibowo dan Aqil, 2023, 28). 

Sanksi merupakan instrumen hukum yang sangat penting untuk 

mewujudkan keinginan hukum yang dikehendaki (Sheleff, 1975, 17). Dalam 

konteks hukum lingkungan, tujuan hukumnya adalah untuk menghindari 

degradasi kualitas lingkungan yang mengancam kehidupan makhluk hidup. 

Begitupun, tindakan penempatan APK di pohon akan membawa 

pengrusakan kelestarian lingkungan hidup semakin terancam. Dalam 

problem ini, sanksi denda administratif sangat dibutuhkan. Terdapat 

perbedaan mendasar antara denda dalam hukum pidana dan denda dalam 

hukum administrasi. Dalam hukum pidana sanksi denda bersifat 

condemnatoir atau menghukum yang dilakukan oleh lembaga peradilan 

(Susanto, 2019, 128), sedangkan dalam hukum administrasi bersifat 

repatoir-condemnatoir atau memulihkan pada keadaan semula dan 

menghukum yang dijatuhkan oleh lembaga non-peradilan (Setiawan dan 

Suharyanti, 2021, 358). Berdasarkan hal tersebut, sanksi denda 

administratif sangat tepat dijatuhkan kepada pelaku penempatan APK di 

pohon. Hal ini dikarenakan orientasi penegakan hukum lingkungan adalah 

untuk memulihkan dan menjaga lingkungan hidup yang telah ada. Dengan 

adanya sanksi administratif, kerusakan pohon akibat APK diharapkan dapat 

dipulihkan dari manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan sanksi 

administratif berupa denda. Hal ini juga sejalan dengan esensi dari sanksi 

administratif bersifat memulihkan kembali ke keadaan semula (Amelia M.K. 

Panambunan, 2016, 94). 

Adapun penegakan sanksi denda administratif ini nantinya akan 

dilakukan oleh KPU sesuai dengan tingkatannya dan eksekusi denda 

administratif tersebut didasarkan pada putusan Badan Pengawasan Pemilu 

(Bawaslu). Laporan terkait pelanggaran kampanye disampaikan kepada 

Bawaslu sesuai dengan tingkatan penyelenggaraannya. Bawaslu Provinsi 
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melakukan sidang pemeriksaan dan memutus terkait pelanggaran 

kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon gubernur dan calon wakil 

gubernur. Sedangkan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan sidang 

pemeriksaan dan memutus terkait pelanggaran kampanye yang dilakukan 

oleh pasangan calon bupati dan calon wakil bupati atau calon walikota dan 

calon wakil walikota.  

Gambar 2. 

Mekanisme Pemberian Sanksi Administratif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Analisis Penulis 

 
Gambar 3. 

Desain Pengaturan Sanksi 
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Sumber: Analisis Penulis 

 

Untuk memaksimalkan penegakan sanksi, diperlukan upaya 

legalisasi yang tepat. Realisasi jangka pendek (Pilkada 2024) terhadap 

gagasan denda administratif, dapat dilakukan dengan mengakomodir dalam 

Peraturan KPU. Hal ini dikarenakan proses legislasi yang jauh lebih cepat 

dibandingkan proses legislasi produk UU di DPR. Selain itu, sistem hukum 

Indonesia membolehkan pengaturan sanksi terhadap produk hukum selain 
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UU dan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Di samping rencana 

jangka pendek tersebut, upaya legislasi jangka panjang (setelah Pilkada 

2024) juga diperlukan melalui proses revisi UU Pilkada. Langkah ini 

dilakukan untuk menempatkan norma sanksi denda administratif ini pada 

instrumen hukum yang lebih kokoh. Konstruksi hukum yang demikian, 

akan memberikan pengalaman penegakan hukum yang jauh lebih efektif. 

Tidak ada lagi pembiaran terhadap tindakan penggunaan pohon sebagai 

media APK. 

 

KESIMPULAN  

Pilkada memiliki peran yang sangat penting dalam rangka 

menjalankan demokratisasi di daerah. Namun, penyelenggaraan Pilkada 

tidak selalu berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan. Salah satu hal 

buruk dalam penyelenggaraan Pilkada adalah penempatan APK yang 

merusak lingkungan, seperti penempatan APK di pohon. Penempatan APK 

di pohon akan memberikan kerusakan yang sangat fatal, apalagi dilakukan 

secara masif dalam satu waktu. Faktor penyebabnya bukan hanya karena 

para kandidat yang tidak memiliki orientasi dan kesadaran perlindungan 

lingkungan yang baik, melainkan juga ketidakefektifan dan kekosongan 

hukum. Saat ini, larangan penempatan atribut kampanye di pohon hanya 

berlaku terhadap Bahan Kampanye jenis stiker, bukan APK. Hal ini menjadi 

bukti adanya kekosongan hukum larangan penempatan APK di pohon. 

Kekosongan hukum ini diperparah dengan pengaturan sanksi yang terlalu 

lunak bagi pelaku pelanggaran penempatan APK. Sanksi paling keras hanya 

berupa sanksi penurunan paksa oleh aparat daerah.  

Adanya pengaturan APK yang tidak efektif, maka diperlukannya upaya 

untuk melakukan pembaruan hukum agar peristiwa penempatan APK yang 

mencemari lingkungan khususnya pohon tidak terulang kembali. Adapun 

pembaruan hukum yang perlu dilakukan terhadap beberapa aspek penting. 

Pertama, pengaturan larangan penempatan APK di pohon. Kedua, 

reformulasi sanksi bagi pelaku pelanggaran penempatan APK yang tidak 

tepat berupa sanksi denda administratif. Oleh karena itu, untuk 

menciptakan payung hukum sebagai bentuk preventif hingga represif atas 

isu tersebut, maka diperlukannya pembentukan PKPU perihal larangan 

pemasangan APK yang tidak memperhatikan lingkungan atau 

menempatkan APK di pohon beserta sanksi. Lebih lanjut, untuk jangka 

panjang, upaya untuk melakukan revisi UU Pilkada sangat diperlukan 

untuk menguatkan legitimasi perihal tempat yang dilarang dalam 

pemasangan APK. Dengan melakukan upaya pembaruan hukum yang 

demikian, maka akan menciptakan standar baru dalam kegiatan kampanye 

yang lebih berlandaskan prinsip environmental ethics.  
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